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VI Harus Sadar sedang Dipermankan

MK seharusnya dapat menolak permohonan
Wt materi it jtka konsisten terhadap
pendinian hukum dan pola putusan terdahul,

Tht Susanien
suberkoh Bmediananesin.com

AHRAMAH Konstiusi

(ME) harus menyadzri

insititusi mereka se-

dang dipermainkan
hepentingan polik sesaat dalam uj
maler] syaral usia calon presiden
(capres) dan calon wakil presiden
(cawapres), MK harusnya dapat
melampan nalar berpikir formal
isme perundang-undangan,

Ketua Pusat Kajian Hukum dan
Keadilan Sosial Fkltas Hukum Ui
versitas Gadjah Mada Herlambang P
Wiratraman mengatakan MK harus
menjaga prinsip dasar kemandirian
dan kekuasaan kehakiman schagai
benpuk intsgritas jka sadar sedang

dipermainkan. Dengan demikian,
kepufusan yang diambi idak sebir
dar berlandaskan formalisme per-
undang-undangan, tapl juga dapat
membayangkan implikasi politis
pulsan (etsebt,

“Karena di dalam nalar berpir
hukum it juga dimungkinkan cora
bekerja pemikiran tentang bagal
mananenganstruksinegara hukun
yang demokratis” elasnya.

Bagi Herlambang, ada dua car
berpikir konstitsionalisme, Per-
tama, memas(ikan kekuasaan tidak
Berjalan secara sewenang wenang,
Redua memastkan hak dasarwarga
negatamendapat perlindinganyang
betk. Kecua cara berpikir it harus
menjadi kehijakan MK dalam setiap
mengambl keputusan, “4pakeh dia

(MK) sedang menopang abuse of
pawer diau membatasinga?” kata
Herlsmbang.

Oleh karena itu, MK harus
mengembalikan urusan syarat usia
capres dan cawapres kepada pem
bentuk undang-undang karens
bersifat cpen lagal palicy. Kalaupun
lerpaksa membuka keran sia hag
calon di bawah 40 tahun, Herlam-
bang menegaskan it harus diber-
[akukan pada Pilpres 2070,

“Karenn it menjad sangat polis
banget, mengonfirmasi kriik publik
bahwa ini hanya pesanan kepen-
tingan pobik sekarang."

Pakar hukum ke pemiluan dar
Universias Indonesia T Anggraln
juga sependapat. Menuruinya, MK
seharusnya dapal menolak permo
honan ujl materi it jika konslsten
lethadap pendlrian hukum dan pola
putusan ferdahulu.

Titi meyakind tidak sulit menehak
isl putsan ME terkail dengan uj

materi terseut pada Senin (16/10)
apabila herkaca pada pengalaman
putusan sebelumnya, MK T melan-
jutkan, bakeal menolak uji materi
hatas minimal usia capres dan
cawapres karena ity merupakan
ewenangan dari pembentuk up-
dangundang.

Kendati demikian, ia juga me-
nyjadari sejimlah putusan MK meng-
gunakan alasan dan argumentad
hukum yang merujuk pada desain
etatanearaan setanilat kongtitust
yang lebih demokratis dan efek.
Oleh karena ito, Tid dapat memi
hami kalau MK akhirnya membe:
rikan afirmas atau pengecualian
soalsyarat usia bagiseseorang yang
pernah menjadikepala deerah.

Implikasipanjang.
Divektur Pugat Studi Konstitus,

atau Pusako, Fakultas Hukum Uni-
versitag Andalas Charles Simabura

mengingatian implkas panjang jka

permohonan tersebut dikabulkan
MK. Selain netralitas Presiden, ke-
butsertaan Glbran sebagetkonlestan
Filpres 2024 erdamipak pada proses
sengketa hasil pemilu yang lngi-lgi
hermara di VK.

K, i jaci persoalan baru gl
Mereka akan bersengheta di MK,
menjac kondlik kepentingan yang
b gl” ujar Charles

Sepet] diberilakan, permahonan
Judicial review [R)syaratuslacapres
dan easvapres sabh satunyadiajukan
Partai Solidarilas Indonesia (PS1)
yang diketuai Kaesang Pangarep,
adk Gibran sekligus putre hungsu
Presiden. Ketua MK saatini, Anwar
Ustan, merupakan adik par okow.

“Havapankita MK memutus sesual
dengan kepentingan publik yang I
hih hesar, yaita tidak leriehak pada
polik transaksional, dalam tanda
petik terkait dukung-mendukung
fiencapresan il Jencawapresan
seseorang.” (Te-1)
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